BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum mempunyai
kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan.! Sebagai konsekuensi dari paham
negara hukum tersebut maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang
berlaku di Indonesia. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban
dan perlindungan hukum yang bertitikan kebenaran dan keadilan.>? Hukum harus
dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Secara sederhana, yang
dimaksud dengan hukum menurut S.M. Amin, S.H adalah kumpulan-kumpulan
peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi.> Hukum sebaiknya bersifat progresif
dan hendaknya mampu mengikuti-perkembangan zaman.

Salah satu lembaga-yang ada di tengah-tengah masyarakat merupakan
lembaga Notaris, yang ada untuk membantu mewujudkan ketertiban dan keamanan
bagi masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan seimbang.
Lembaga Notaris ada karena kebutuhan masyarakat, baik jaman dahulu maupun

jaman sekarang.* Apabila tidak adanya tuntutan kebutuhan dari masyarakat, maka

! Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945, yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga.
Sebelum perubahan ketiga, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tidak
ditemukan suatu rumusan yang in expressis verbis menyebutkan atau merumuskan negara
hukum. Hanya penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa
Indonesia Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat).

2 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3 J.B.Daliyo, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 29.

4 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? (Sesuai
UUJN Nomor 2 Tahun 2014), (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2015), hal. 12.



lembaga Notaris tidak akan ada. Pengertian Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya
disebut UU Perubahan Jabatan Notaris), Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Sejak awal lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke 17,
Notaris dibutuhkan untuk membuat suatu akta yang memiliki kepastian hukum dan
memberikan rasa aman kepada para pihak yang membuat sebuah akta autentik di
hadapan Notaris. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum pada umumnya
memerlukan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban
seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan
pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan
masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimiliki oleh Notaris.
Notaris dalam menciptakan kepastian—-hukum dan=perlindungan hukum bagi
masyarakat bersifat preventif,-artinya Notaris pada umumnya mencegah terjadinya
masalah hukum-dengan cara membuat suatu akta autentik bagi kepentingan para
pihak. Selain itu peran pentingnya seorang Notaris juga dapat dilihat dari
kapasitasnya memberikan nasihat hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan oleh Tan Thong Kie, yang menyatakan bahwa seorang Notaris
biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh

nasihat yang boleh diandalkan.’

5 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2000), hal. 157.



Selain memberikan nasihat hukum kepada klien yang datang kepadanya,
sebenarnya Notaris memiliki kewenangan lain yang tertera dalam UU Perubahan
Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris yang tertera dalam UU Perubahan Jabatan
Notaris antara lain adalah, membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.® Melihat kewenangan seorang Notaris yang
tertera dalam UU Perubahan Jabatan Notaris maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Notaris berwenang untuk membuat suatu akta autentik untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Kemudian, dapat:disimpulkan pula dengan kewenangan
yang dimiliki oleh Notaris untuk membuat suatu akta autentik, Notaris merupakan
perpanjangan tangan dari pemerintah; dalam hal. ini negara, dimana negara
memberikan kepercayaan kepada Notaris—untuk ‘menjalankan sebagian urusan
negara, khususnya di bidang hukum perdata:

Seorang yang diangkat menjadi Notaris dilarang merangkap jabatan
sebagai pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, selain itu Notaris juga dilarang
merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang

Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris dan Notaris juga dilarang menjadi

6 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.



Notaris pengganti.” Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa seorang Notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (yang selanjutya disebut PPAT) sepanjang tempat kedudukan sebagai PPAT
dan sebagai Notaris sama. Hal ini sejalan dengan apa yang ternyata dalam Pasal 7
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PP Perubahan
Jabatan PPAT) yang menyebutkan bahwa PPAT dapat merangkap jabatan sebagai
Notaris di tempat kedudukan Notaris. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa seseorang diangkat menjadi Notaris terlebih dahulu baru
kemudian diangkat menjadi PPAT.

Pasal 1 angka 1"PP Perubahan Jabatan PPAT mendefinisikan PPAT
sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik
mengenai perbuatan hukum tertentu-mengenai hak atas-tanah atau Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun. Dalam PP Perubahan Jabatan PP AT disebutkan bahwa selain
PPAT terdapat juga PPAT Sementara dan PPAT Khusus. PPAT Sementara adalah
Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.®

Kemudian PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk

7 Pasal 17 ayat (1) huruf d-h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

8 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.



karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT
tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.’

Pada prinsipnya antara Notaris dan PPAT memiliki kedudukan yang
hampir sama.!” Untuk itu PPAT sama halnya dengan Notaris memiliki wilayah
kerja yang tidak dapat dilanggar. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Perubahan
Jabatan Notaris, Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau
kota dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat
kedudukannya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Perubahan Jabatan PPAT daerah
kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, akan tetapi mengenai ketentuan daerah
wilayah kerja ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Kewenangan
yang dimiliki oleh PPAT juga berbeda dengan kewenangan Notaris. PPAT hanya
berwenang untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan tanah dan satuan
rumah susun. Sebelum menjalankan jabatannya, baik Notaris maupun PPAT harus
diambil sumpah terlebih dahulu oleh Negara sesuai dengan kepercayaan dan agama
masing-masing yang dianut oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan. Pengambilan
sumpah tersebut dilakukan dengan-harapan agar Notaris dan PPAT dapat taat dan
patuh terhadap norma dan etika yang berlaku bagi Notaris maupun PPAT dalam

menjalankan jabatannya.

® Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

10 Suci Ananda Badu, “Tugas dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam
Pelaksanaan Pendaftaran di Indonesia” Lex Administratum Vol V Nomor 6/Ags/2017, hal. 82.



Baik UU Perubahan Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris!!
menghendaki agar Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.!? Hal
yang sama juga berlaku bagi PPAT, Kode Etik PPAT'® menghendaki agar setiap
PPAT berperilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
Notaris dan PPAT dalam membuat akta autentik juga harus bertanggung jawab atas
akta yang dibuatnya tersebut terkait perbuatannya dalam membuat akta autentik.
Apabila dikemudian hari dinyatakan bahwa akta tersebut mengandung sengketa
maka Notaris dan PPAT harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Notaris dan PPAT menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta autentik harus
memperhatikan kaidah dan aturan yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan yang
ada mengenai tata cara dalam pembutan akta autentik agar akta yang dibuatnya
tersebut tidak kehilangan keautentisannya.

Pada saat ini, kegiatan-pinjam meminjam-:merupakan hal yang biasa untuk
dilakukan, dalam kegiatan pinjam meminjam Notaris’dan PPAT juga dibutuhkan
untuk membuat akta autentik. Pihak yang meminjamkan uang disebut sebagai
kreditor, sedangkan pihak yang mendapat pinjaman uang disebut debitor. Bagi
kreditor, adanya kepastian hukum atas pengembalian uang dari pinjaman yang

diberikan kepada debitor merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga untuk

1 Kode Etik Notaris adalah Kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku
bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua yang
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara
Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

12 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal.
92.

13 Kode Etik PPAT adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan
keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota
perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk
di dalamnya para PPAT Pengganti.



memperoleh kepastian hukum tersebut dibuat perjanjian pinjam meminjam dengan
akta notariil. Selanjutnya untuk lebih memperkuat kedudukan kreditor maka
dibuatlah pengakuan hutang dari debitor yang dimaksudkan agar dapat lebih
memudahkan kreditor dalam eksekusinya dengan dasar grosse akta pengakuan
hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial. Akta pengakuan hutang adalah suatu
akta yang berisi pengakuan hutang, dimana debitor mengakui bahwa dirinya
mempunyai kewajiban membayar kepada kreditor sejumlah uang dengan jumlah
yang pasti.

Seorang Notaris dan PPAT yang akan membuatkan akta dengan jaminan
sertipikat tanah, hendaknya ia melakukan pemeriksaan sertipikat tanah tersebut
terlebih dahulu kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sejalan dengan apa yang
tertulis dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang
selanjutnya disebut PERKA BPN Nomor 1 Tahun 2006), yang menyatakan bahwa
PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian. atau keabsahan sertipikat dan
catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan
tujuannya sebelum membuat akta. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui
apakah sertipikat yang diberikan oleh debitor merupakan sertipikat asli atau tidak,
sehingga dikemudian hari akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT tidak bermasalah.
Setelah dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah dan pembuatan akta pengakuan
hutang oleh Notaris, maka selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) atau dibuatkan Akta Membebankan

Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT).



SKMHT dan APHT merupakan sebuah perjanjian jaminan yang bersifat
accessoir. Perjanjian yang bersifat accessoir berarti perjanjian pengikatan jaminan
yang keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya, seperti perjanjian kredit
atau perjanjian hutang piutang. SKMHT dan APHT merupakan perjanjian
tambahan yang dimaksudkan agar keamanan kreditor lebih terjamin. Sifat accessoir
hak tanggungan ditegaskan dalam Pasal 10-ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang
Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), dalam pasal tersebut
dinyatakan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk
memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang
dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang
tersebut. Akibat hukum dari perjanjian, accesoir antara lain adalah tidak dapat
berdiri sendiri, hapusnya tergantung perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal
maka perjanjian jaminan ikut -batal dan jika perjanjian pokok beralih maka
perjanjian jaminan ikut beralih. !4

SKMHT adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh dan dihadapan
Notaris atau PPAT.!®> Konsekuensi hukum apabila pembebanan dilakukan dengan
SKMHT, maka surat kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat

berakhir oleh sebab apa pun, kecuali surat kuasa tersebut telah habis jangka

14 Marjan Miharja, Kompilasi Pemikiran Hukum di Indonesia, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media,
2009), hal. 45.

15 Agustinus Edy Kristianto dan A Patra M Zen., Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman
Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009),
hal. 150.



waktunya atau perjanjian pokoknya telah berakhir.'® Jangka waktu mengenai
SKMHT diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan
Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk
Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu (yang selanjutnya disebut PERMEN
Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017). Pasal 2 PERMEN Agraria/Kepala
BPN Nomor 22 Tahun 2017 dinyatakan bahwa SKMHT untuk menjamin pelunasan
kredit/pembiayaan/pinjaman berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pokok
yaitu sebagai berikut:

a. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan kepada nasabah Usaha Mikro
dan Usaha Kecil; dalam lingkup pengertian usaha produktif milik perorangan
dan/atau badan usaha perorangan;

b. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang ditujukan untuk pengadaan perumahan
yaitu:

1. Kepemilikan atau-perbaikan rumah inti, rumahsederhana atau rumah
susun dengan-luas tanah maksimum-200 m? (dua ratus meter persegi) dan
luas bangunan tidak lebih dari 70-m* (tujuh puluh meter persegi);dan

2. Kepemilikan atau perbaikan Kapling Siap Bangun (KSB) dengan luas
tanah 54 m? (lima puluh empat meter persegi) sampai dengan 72 m?
(tujuh puluh dua meter persegi) dan kredit yang diberikan untuk

membiayai bangunannya.

16 Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur
Pembebanan dan Eksekusi), (Jakarta: Kencana, 2017), hal 104.



c. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman produktif lainnya dengan plafon sampai
dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 3 PERMEN Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2017 dinyatakan
bahwa SKMHT yang berlaku sampai tiga bulan, terhadap hak atas tanah yang
sertipikatnya sedang dalam masa pengurusan, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kredit/Pembiayaan/Pinjaman produktif untuk Usaha Mikro/Usaha Kecil
dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b.Kredit/Pembiayaan/Pinjaman yang ditujukan untuk pengadaan rumah toko
oleh Usaha Mikro/Usaha Kecil dengan paling luas sebesar 200 m? (dua ratus
meter persegi) dan luas bangunan paling luas sebesar 70 m? (tujuh puluh
meter persegi) dengan plafon kredit/pembiayaan/pinjaman tidak melebihi Rp.
250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) yang dijamin dengan hak
atas tanah yang dibiayai pengadaannya dengan kredit/pembiayaan/pinjaman
tersebut.

Selanjutnya, sebelum -SKMHT dengan'jangka waktu tiga bulan tersebut habis,
harus dibuat APHT.~APHT -adalah “akta PPAT ‘yang berisi pemberian hak
tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan
piutangnya.!” APHT harus dibuat oleh PPAT, yang berhak untuk membuat APHT
adalah PPAT yang wilayah kerjanya meliputi di mana hak atas tanah berada.
Pemberian hak ini tujuannya adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor

kepada kreditor sehubungan kredit yang bersangkutan.

17 Ahmad Rizki Sridadi, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Surabaya: Airlangga University Press,
2009), hal. 223.
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Salah satu kasus mengenai pelanggaran Notaris dapat dilihat dalam
Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor: 01/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI
JAKARTA/I/2015. Putusan tersebut merupakan suatu contoh dimana Notaris
Terlapor tidak bertindak secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga
menyebabkan kerugian bagi kliennya. Pelapor/Kreditor dalam kasus ini adalah
Hetty Martiningsih sedangkan Notaris Terlapor dalam kasus ini adalah Suhardi
Hadi Santoso, S.H selaku Notaris di Jakarta Barat. Pelapor sebelumnya pernah
beberapa kali melakukan akad kredit di kantor Notaris Terlapor untuk dibuatkan
akta notariil Pengakuan Hutang dengan jaminan tiga buah sertipikat tanah. Akan
tetapi, Notaris Terlapor tidak membuat SKMHT berdasarkan ketiga buah sertipikat
tanah yang telah diberikan tersebut, oleh karena Notaris Terlapor tidak membuat
SKMHT maka ia tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah ketiga
sertipikat tanah yang diberikan oleh Debitor tersebut merupakan sertipikat tanah
yang asli atau tidak, melainkan Notaris: Terlapor langsung membuatkan akta
Pengakuan Hutang berdasarkan tiga buah sertipikat tanah yang diberikan Debitor.
Sehingga hal ini menyebabkan Pelapor/Kreditor mengalami kerugian hingga Rp.
1.310.000.000,- (satu-milyar tiga ratus-sepuluh-juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir dengan judul “Tanggung
Jawab Notaris/PPAT Yang Tidak Melakukan Pemeriksaan Sertipikat Tanah
Dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor: 01/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.

JAKARTA/1/2015)”
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT yang tidak melakukan
pemeriksaan sertipikat tanah dalam menjalankan jabatannya?
2. Bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang tidak

melakukan pemeriksaan sertipikat tanah?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT yang tidak
melakukan pemeriksaan sertipikat tanah dalam menjalankan jabatannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris

yang tidak melakukan pemeriksaan sertipikat tanah.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:
1. Manfaat Akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan
kepustakaan dalam memperbanyak referensi ilmu hukum perdata,

khususnya dibidang kenotariatan.
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2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah keperdataan, khususnya

dalam masalah kenotariatan.

1.5 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab, yang
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab wuntuk mempermudah

pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN
Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II :TINJUAN PUSTAKA

Pada bab 1ni akan dibagi menjadi dua'sub-bab utama. Pertama adalah sub-bab
mengenai landasan teori dan -sub-bab -kedua akan membahas mengenai
landasan konseptual. Selanjutnya dalam sub-bab landasan teori akan dibagi
menjadi beberapa sub-bab lagi agar memudahkan pembaca untuk memahami

penelitian ini.
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BAB III :METODE PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan.
Kemudian akan dijelaskan pula mengenai jenis penelitian, metode pendekatan,

metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Bab ini akan membahas mengenai kasus yang digunakan oleh peneliti untuk
membuat penelitian ini. Kemudian, pada bab ini pula akan dianalisis rumusan

masalah yang sebelumnya telah dikemukakan.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Selain
itu pada bab ini pula akan diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
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